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ABSTRAK 

 

Dalam mengadili perkara Sengketa Ekonomi Syari<’ah, sumber hukum 

utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh 

karena itu, harus dipastikan terlebih dahulu akad perjanjian itu sudah memenuhi 

syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian.  Hal  yang menarik bagi penulis 

mengangkat kasus sengketa ekonomi syari<’ah di Pengadilan Tinggi Agama 

Yogyakarta yaitu karena ingin mengetahui penyebab terjadinya perselisihan 

sengketa ekonomi syariah, keabsahan akad para pihak, dan dampak dari akad 

yang digunakan oleh para pihak. 

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka rumusan masalahnya 

adalah Bagaimana keabsahan akad yang digunakan oleh para pihak yang 

bersengketa jika ditinjau dari segi maqa>s}id syari<’ah pada kasus sengketa ekonomi 

syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Apa dampak terhadap akad 

yang digunakan para pihak jika ditinjau dari segi maqa>s}id syari<’ah dalam 

sengketa ekonomi syari<’ah pada putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk  

(mud{a>rabah mut}laqah), 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (mud{a>rabah muqayyadah), dan 

05/Pdt.G/2013/PTA.Yk (akad mud{a>rabah)? 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library 

reseach) penelitian yang bersumber dari dokumen-dokumen tertentu yaitu putusan 

atas kasus sengketa ekonomi syariah dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 

yang didukung  oleh buku-buku yang berkenaan dengan akad dan maqa>s}id 
syari<’ah. Penelitian ini bersifat perspektif  yaitu penelitian yang dimaksudkan 

untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk 

masalah  obyek penelitian tertentu, yaitu kasus sengketa ekonomi syariah di 

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta khusus jenis akad mud{a>rabah pada  

putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk  (mud{a>rabah 
mut}laqah), 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (mud{a>rabah muqayyadah) 

05/Pdt.G/2013/PTA.Yk (akad mud{a>rabah)” dan diadakan suatu analisa hukum 

tentang keabsahan akad dan menyimpulkannya. Pendekatan yang digunakan 

dalam pendekatan ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang 

berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat serta norma-

norma hukum Islam. 

Adapun hasil penelitian ini adalah akad/perjanjian dari Kasus Sengketa 

Ekonomi Syariah Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, Nomor 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk 

dan Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk, keabsahan akad dalam perkara ini sudah 

sesuai dengan maqa>s}id syari<’ah dan pada ketiga perkara ini maksud dari akad 

pasti, jelas, terukur dan tidak beralih makna karena perbedaan waktu ataupun 

tempat, sehingga tidak ada masalah yang timbul dari akad tersebut.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan tesis ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 

0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

Alif 

bà’ 

tà’ 

sà’ 

jim 

hà’ 

khà’ 

dàl 

zàl 

rà’ 

zai 

sin 

syin 

sàd 

dàd 

tà’ 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

s | 

j 

                ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

s } 

d}  

                  t } 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

Es (titik di atas) 

je 

Ha (titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 
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 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

zà’ 

‘ain 

gain 

fà’ 

Qàf 

kàf 

làm 

mim 

nun 

Wàwu 

hà’ 

hamzah 

yà’ 

                z } 

‘- 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

’- 

y 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik (di atas) 

ge 

ef 

qi 

ka 

el 

em 

en 

we 

ha 

apostrof 

ye 

 

Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan Syaddah ditulis rangkap. 

Contoh : نزّل   ditulis nazzala. 

 .ditulis bihinna  بهنّّ 

Vokal Pendek 

Fath}ah ( _  َّ _ ) ditulis a, Kasrah ( _  َّ _ ) ditulis i, dan Dammah ( _  َّ _ ) ditulis u. 

Contoh : ّ أحمد  ditulis ah}mada. 

 .ditulis rafiqa  رف ق 

Vokal Panjang 

Bunyi a panjang ditulis a>, bunyi i panjang ditulis i> dan bunyi u panjang ditulis u >, 

masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya. 
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Fathah + Alif ditulis a 

 <ditulis fala فلا

Kasrah + Ya’ mati ditulis i' 

اقميث  ditulis mi>s|a>q 

Dammah + Wawu mati ditulis u' 

 ditulis us}u>l أصول

Vokal Rangkap 

Fathah + Ya’ mati ditulis ai 

 ditulis az-Zuh}aili الزحيلي

Fathah + Wawu mati ditulis au 

 .ditulis t}auq طوق

Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dnegan ha/h.  

Contoh : روضةّّّّّ الجنة  ditulis Raud}ah al-Jannah.   

Hamzah 

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang 

mengiringinya. 

 ditulis inna إنّّ

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ’ ). 

 ditulis wat}’un وطء

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai 

dengan bunyi vokalnya. 
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 ditulis raba>’i>b ربائب

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof 

( ’ ). 

 .ditulis ta’khuz|u>na تأخذون

Kata Sandang Alif + Lam 

Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al. 

 .ditulis al-Baqarah البقرة

Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf  l  diganti dengan huruf syamsiyah yang 

bersangkutan. 

 .’ditulis an-Nisa النساء

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan 

yang berlaku di sana seperti: Kazi (qadi). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya insani merupakan salah satu determinan yang sangat penting 

dalam pembangunan. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah penggerak dalam 

pembangunan, yang mengantisipasi masalah, membuat perencanaan, 

mempertimbangkan sistem nilai agama dan masyarakat, menggali sumber alam, 

mengakumulasi dana, membangun organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta 

meletakkan semuanya dalam satu wadah. 

Menurut Syafi’i Antonio, sumber daya yang optimal memerlukan dua jenis 

kualitas, (1) Professional quality, (2) Moral quality. Professional quality, yang 

mengacu pada kualitas kemampuan dan efisiensi kerja. Adapun moral quality, 

menunjukkan bahwa dimensi moral yang dikehendaki untuk dikuasai oleh sumber 

daya manusia telah jelas digariskan. Moral quality mengacu pada kemampuan 

sumber daya manusia dalam meletakkan dirinya untuk menjalankan tugas 

kesehariannya sesuai dengan aturan-aturan permainan yang telah digariskan.1 

Ketika seseorang sudah mempunyai skill dan juga integritas yang baik, 

maka yang harus dipahami selanjutnya yaitu motivasi dalam bekerja. Sumber 

Daya Insani (SDI) harus selalu menjunjung tinggi motivasi untuk maju dalam 

kehidupan dan pekerjaan yang ditekuninya. Bahwa segalanya diniatkan untuk 

ibadah dalam rangka memenuhi kewajibannya.2

                                                           
1 Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2008), hlm. 26. 
2 Ika Zunia Fauzia dan Abdul Kadir, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prekspektif Maqashid 

Al-Syari’ah, ( Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 293. 
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Imam Abu Hamid Al-Ghozali seorang ulama memberikan penjelasan 

mengenai tujuan syariah sebagai berikut:3 

“Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, 

yang terletak pada keimanan (Din), Jiwa (Nafs), akal (Aql), keturunan (Nasl), dan 

harta (mal) mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini 

adalah memenuhi kepentingan publik dan apa saja yang menciderai lima perkara 

ini adalah melawan kepentingan publik yang harus di buang.” 

Ulama sepakat bahwa kelima aspek tersebut menjadi tujuan utama yang 

harus diperhatikan.4 Bagi pemerintah, kesejahteraan semua masyarakat 

merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Bagi perusahaan, kesejahteraan, 

shareholder, stakeholder dan lingkungan sosial merupakan tujuan yang harus 

dicapai. Maqa>s}id syari>’ah menjadi acuan dan panduan dalam melakukan semua 

aktivitas kehidupan manusia.5 

Alasan yang mendorong penulis untuk meneliti bagaimana kontrak atau 

akad yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, yaitu apakah akad/kontrak 

bisnis yang digunakan oleh para pihak yang berperkara telah dipertimbangkan 

faktor positif dan negatifnya dan bagaimana keabsahan akad tersebut jika ditinjau 

dari segi Maqa>s}id Syari>’ah, karena akad adalah faktor utama penyebab terjadinya 

perselisihan pada sengketa ekonomi syariah tersebut. Walaupun akad yang 

digunakan para pihak telah dianggap sah secara syari>’ah dan undang-undang yang 

dianut di Negara Indonesia. 

                                                           
3 Umer Chapra, Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi: Menurut Maqas}id Asy-

Syariah, Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, (Solo: Al-Hambra, 2011), hlm., 21. 
4 Ibid, hlm., 24. 
5 Afrinaldi, Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqas}id Syariah : 

pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) dan profitabilitas Bank Syariah. “Jurnal Forum Riset 

Ekonomi dan Keuangan Syariah, (2013), hlm. 2. 
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Pada tesis ini mengangkat kasus dari tiga putusan Pengadilan Tinggi Agama 

(PTA) Yogyakarta, karena di wilayah yurisdiksi PTA Yogyakarta merupakan 

salah satu yurisdiksi PTA yang menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah 

terbanyak se-Indonesia. Adapun perkara yang penulis ambil sebagai sample 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk 

Pada kasus ini, dimulai dengan perjanjian/akad kerjasama simpanan 

mud{a>rabah mut}laqah, yaitu simpanan yang berjenis simpanan penjamin 

kebutuhan berjangka, dimana penggugat menyimpan sejumlah uangnya 

kepada BMT, kemudian ada wanprestasi terhadap akad yang dilakukan oleh 

BMT tersebut. 

2. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk  

Pada kasus ini, perjanjian yang digugat adalah perjanjian yang dibuat oleh 

BPRS telah dinilai mengikat sepihak karena tidak sesuai dengan Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Undang-undang Perbankan Syariah. 

Bahkan bisa disebut klausula baku, karena perjanjian mengikat/sepihak 

dengan persyaratan yang diberikan oleh pihak BPRS sehingga bertentangan 

dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen BAB V Pasal 18 ayat (2) dan (3). 

3. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk   

Pada kasus sengketa ekonomi syariah kali ini, terjadi akad yang berlipat, atau 

biasa dikatakan akad yang bertumpuk. Dimana akad yang pertama yaitu akad 

pinjam-meminjam Sertifikat Hak Milik dan yang kedua adalah akad yang 

tadinya hanya dipinjam, ternyata telah dijadikan jaminan tambahan di PT. 
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BTN (Persero) tbk. Cabang Syariah Yogyakarta, dengan akad pembiayaan 

mud{a>rabah tertanggal 28 Juli 2008. 

Pada akad mud{a>rabah di PT. BTN (Persero) tbk. Cabang Yogyakarta ada 

tanda tangan pembanding yang seakan-akan mengetahui dan menyetujui. 

Akad yang dimaksud adalah akad susulan dimana akad tersebut terpisah 

dengan akad induknya dan hanya ada pernyataan mengetahui dan menyetujui. 

Di samping itu pembanding (para pihak) yang bersangkutan menandatangani 

akad susulan itu dikarenakan adanya ancaman dari pihak yang meminjam 

Sertifikat Hak Milik. 

 

B. Rumusan Masalah  

Oleh karena akad adalah faktor utama penyebab terjadinya perselisihan 

sengketa ekonomi Syariah dan dari perselisihan yang terjadi, maka dari sebab itu 

rumusan  masalah penlitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keabsahan akad yang digunakan para pihak yang bersengketa jika 

ditinjau dari segi maqa>s}id syari>’ah pada kasus sengketa ekonomi syariah di 

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta? 

2. Apa dampak terhadap akad yang digunakan para pihak jika ditinjau dari segi 

maqa>s}id syari>’ah? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian Secara Umum 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dan 

kegunaan yang hendak dicapai adalah: 
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1. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kelemahan dari bentuk akad 

yang digunakan oleh para pihak serta dapat menghindarkan dari dampak 

negatif atas akad yang digunakan oleh pihak yang bersengketa, agar akad-

akad yang selanjutnya terhindar dari sengketa serupa. 

2. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak positif dan dampak 

negatif mengenai bentuk akad yang digunakan oleh para pihak yang 

bersengketa. 

 

D. Telaah Pustaka 

Pada tahap ini penyusun telah menyadari banyak penelitian tentang 

kompetensi hakim dalam menangani sengketa ekonomi syariah atau premis lain 

yang hampir sama. Objek penelitian tersebut selalu menarik untuk diteliti, 

sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut karena ada sesuatu yang 

berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya, dalam hal ini peneliti lebih dalam 

mengkaji tentang keabsahan akad yang ditinjau dari segi maqashid pada akad 

yang di pakai oleh para pihak yang bersengketa.  

Dalam proses penelusuran refrensi yang dapat disandingkan pada penelitian 

ini sebagai bukti orisinalitas penelitian ini: 

Fathor Razi6 dalam penemuan pada tesisnya di Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 yang berjudul 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari>’ah Di Lingkungan Peradilan Agama 

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul  Tentang Kasus Sengketa Akad 

                                                           
6 Fathor Razi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Lingkungan Peradilan Agama (Analisis 

Putusan Pengadilan Agama Bantul  Tentang Kasus Sengketa Akad Syirkah Ijarah Multijasa Dan Akad 

Mudhorobah : Simpanan Berjangka Penjamim Kebutuhan Keluarga), (Yogyakarta: Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga, 20013). Hlm. ii. 



6 
 

 
 

Syirkah Ijarah Multijasa Dan Akad Mudhorobah : Simpanan Berjangka Penjamim 

Kebutuhan Keluarga). Dengan Hasil penelitiannya  mengenai mekanisme hukum 

yang ditetapkan di pengadilan agama bantul ditempuh melalui mekanisme hukum 

mediasi dan litigasi. Sebagai acuan mediasi diatur dalam peraturan undang-

undang no 4 tahun 2004 Pasal 3 ayat (1) UU no.30 th 1999 yang tertuang dalam 

Pasal 6 ayat 1 Pasal 3 KUH perdata BAB XVIII perdamaian sesuai Pasal 130 jo 

Pasal 131 PERMA No. 1 Th 2008 sesuai Pasal 19 ayat (1)  Pasal 14 ayat (1) dan 

ayat (4) di lanjutkan dengan Pasal 12 ayat (1) sedangkan melalui proses berita 

acara persidangannya  mengacu pada Undang-Undang no. 7 tahun 1989 Pasal 56 

ayat (1), UU No. 3 Th 2006 sebagai legalitas formil, yang termaktub pada Pasal 

49 (i), dan UU No. 48 Th 2009 Jo. U No. 4 Th 2004. Hanya ada beberapa 

ketentuan tertentu mengenai dewangsom yang tidak diberlakukan di pengadilan 

agama bantul. Selain itu masalah dewangsom menjadi perdebatan diantara para 

ulama. Berkenaan dengan dasar pertimbangan putusan hakim sesuai ketentuan-

ketentuan hukum Islam yaitu Al-qur’an, hadist, kaidah fiqh, produk pemikiran 

ulama: Fatwa DSN MUI sop KJKS, dan hukum positif sesuai PERMA No. 2 

Tahun 2008 tentang KHES. 

Faradina Firda Himawati7 dalam penemuan tesisnya di Program 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul 

Keabsahan Akad Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Pada Kasus 

Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2011-

2014. Hasil dari penelitian tersebut adalah akad/perjanjian dari Kasus Sengketa 

                                                           
7 Faradina Firda Himawati, Keabsahan Akad Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-

Undang Pada Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 

2011-2014, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016). 

Hlm. ii. 
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Ekonomi Syariah No Putusan 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, dan No Putusan 

05/Pdt.G/2013/PTA.Yk, telah sah menurut undang-undang (KUHPerdata Pasal 

1320), Hukum Islam (KHES dan Fatwa DSN MUI No.07 tentang Mud{a>rabah). 

Namun untuk kasus sengketa ekonomi syariah Nomor Putusan 

40/Pdt.G/2012/PTA.Yk, penulis tidak dapat meneliti  akad transaksi yang 

digunakan oleh para pihak dikarenakan kasus tersebut belum sampai kepada tahap 

pembuktian sehingga tidak ada alat bukti yang dapat diteliti. 

Tehedi8  dalam penemuan pada tesisnya di Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta yang berjudul Implementasi 

Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Basyarnas Perwakilan Yogyakarta. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah implementasi penyelesaian bisnis syariah di 

awali dari kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa ke basyarnas 

yang tercantum dalam klausula arbitrase kemudian dilanjutkan dengan pngajuan 

permohonan penyelesaian sengketa dan sampai kepada eksekusi putusan-putusan 

Basyarnas tidak akan ada artinya apabila tidak di daftarkan ke Pengadilan Negeri. 

Sementara penerapan sifat final dan biding putusan basyarnas masih dapat 

dilakukan upaya hukum pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri. Selama 

putusan tersebut dapat di batalkan dan dapat di ajukan ke Pengadilan Negeri, 

maka sifat final dan biding pada putusan Basyarnas tidaklah di katakan final dan 

binding pada putusan Basyarnas tidak lah dikatakan sebagaimana harusnya, 

kecuali pembatalan atau perbaikan putusan itu diajukan ke Basyarnas. 

Perbedaan penilitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya dengan 

penulis adalah penilitian yang dilakukan oleh Fathor Rozi melakukan penilitian 

                                                           
8 Tehedi, Implementasi Penyelesaian Sengkata Bisnis Syariah Di Basyarnas Perwakilan 

Yogyakarta, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga, 2013). Hlm. ii. 
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terkait dengan mekanisme penyelesaian hukum melalui mediasi dan litigasi, 

Faradina Firda Himawati melakukan penelitian keabsahan akad diambil dari segi 

Hukum Islam yang digunakan oleh negara Republik Indonesia yaitu Fatwa MUI 

dan Undang-Undang, Tehedi melakukan penelitian tentang implementasi 

penyelesaian sengketa di BASYARNAS, sedangkan penulis meninjau keabsahan 

akad dari segi maqshid syariah. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Akad 

Pada Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan 

antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau 

lebih.9 Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebut adalah tidak 

lengkap, dan terlalu luas karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian 

sepihak saja.  

Sementara itu, menurut Yan Pramadya Puspa, perjanjian adalah suatu 

perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang kepada orang lain 

untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau perbuatan hukum.10 

Dalam Hukum Islam, perjanjian disebut juga dengan akad, dari segi 

etimologi, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata 

maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”. Bisa juga 

berarti sambungan dan janji. Sedangkan menurut terminologi ulama fiqih, akad 

dapat Ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, 

                                                           
9 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 343. 
10 Chairumman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, tt.), 

hlm.1. 
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pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi 

bahasa menurut pendapat mazhab Syafi’i, mazhab Mailiki dan mazhab Hambali, 

yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya 

sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang membentuknya 

membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. 

Dalam membuat suatu perjanjian terdapat beberapa asas yang menjadi 

aturan dasar, yaitu: 

a. Asas konsensualisme : Asas ini terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata yang 

menyatakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya 

kesepakatan di antara para pihak. 

b. Asas kebebasan berkontrak : Asas ini terdapat pada ketentuan Pasal 1338 ayat 

(1) KUHPerdata yang berbunyi: “ semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya”. 

c. Asas mengikatnya kontrak : Setiap orang yang membuat perjanjian, maka dia 

terikat untuk memenuhi peerjanjian tersebut karena perjanjian tersebut 

mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para 

pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 

d. Asas itikad baik : Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata 

yang berbunyi “ perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. 

2. Sengketa Ekonomi Syariah 

Dengan munculnya berbagai produk perbankan syariah, maka tidak 

menutup kemungkinan timbulnya wanprestasi terhadap akad atau perjanjian yang 

dibuat. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu 
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lembaga peradilan yang paham tentang akad yang dibuat. Untuk itu, melalui 

tuntutan mayoritas umat Islam maka Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 

diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.11 

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, ditegaskan bahwa peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk “Ekonomi Syari>’ah”. Yang 

dimaksud dengan Ekonomi Syari>’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang 

dilaksanakan menurut prinsip syari>’ah yang meliputi Bank Syariah, lembaga 

keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan 

surat berharga berjangka  menengah syariah, sekuritas syari>’ah, pembiayaan 

syari>’ah, pegadaian syari>’ah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis 

syari>’ah. 

Ruang lingkup wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tidak hanya dalam ruang lingkup benda tidak bergerak saja, tetapi meliputi benda 

wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud seperti uang, ogam mulia, hak 

sewa, transportasi, dan benda bergerak lainnya. Wakaf benda bergerak ini dapat 

dilakukan oleh wakif melalui lembaga keuangan syari>’ah yang dibentuk 

berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku seperti bank syari>’ah. 

Kegiatan wakaf seperti ini termasuk dalam kegiatan ekonomi dalam arti luas 

sepanjang pengelolaannya berdasarkan prinsip syari>’ah. 

Menurut Abdul Manan, dalam bukunya “Hukum Ekonomi Syari>’ah Dalam 

Prespektif Kewenangan Peradilan Agama” menyatakan bahwa Ekonomi Syariah 

                                                           
11 Illy Yanti, Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 3 ... (yogyakarta: 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 5. 
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dibahas dalam dua disiplin ilmu, yaitu Ilmu Ekonomi Islam dan Ilmu Hukum 

Ekonomi Islam. Ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang  Peradilan 

Agama berhubungan dengan Ilmu Hukum Ekonomi yang harus diketahui oleh 

para hakim di lingkungan lembaga Peradilan Agama. Dalam berbagai peraturan 

yang ada kaitannya dengan Ekonomi Syariah, belum ada aturan khusus yang 

mengatur tentang hukum formil (hukum acara) dan hukum materiil tentang 

ekonomi sayariah. Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada saat ini adalah 

ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fikih dan sebagian kecil terdapat dalam  

Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan dalam peraturan Bank 

Indonesia. Melihat kepada kasus-kaus yang diajukan oleh para pihak yang 

bersengketa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 

sehubungan dengan sengketa antara bank syariah dan nasabahnya, dalam 

penyelesaiannya BASYARNAS menggunakan dua hukum yang berbeda yaitu 

Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional dan KUH Perdata. Hal ini dilakukan guna 

mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.12 

Cik Basir, dalam bukunya Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di 

Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari>’ah mengatakan mengenai kewenangan 

atau kompetensi lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya dalam salah 

satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini, tidak lain harus 

merujuk pada ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam UU tersebut ketentuan menganai 

kewenangan atau kompetensi lingkungan Peradian Agama telah diatur sedemikian 

                                                           
12 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan 

Agama, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.  426. 
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rupa dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 dan Pasal 66 serta Pasal 73. Dalam 

Pasal tersebut diatur baik menganai kewenangan relatif maupun mengenai 

kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama. 

Dalam menentukan kewenangan relatif lingkungan Peradilan Agama, 

khususnya bagi perkara dalam bidang perkawinan merujuk pada ketentuan Pasal 

66 dan Pasal 73 UU Peradilan Agama tersebut. Sedangkan bagi perkara di luar 

bidang perkawinan harus merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 

RBg. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal  54 UU  Peradilan Agama yang 

menentukan bahwa Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.13 

Adapun menganai kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama diatur 

sedemikian rupa dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU Peradilan Agama 

tersebut.  Mengenai ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan Peradilan 

Agama setelah lahirnya UU No. 3 tahun 2006. Atas dasar undang-undang 

tersebut, ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama, menjadi lebih 

luas terutama menyangkut  kewenangan atau kompetensinya. Dengan berlakunya 

UU No. 3 tahun 2006 kewenangan lingkungan  Peradilan Agama di tambah lagi 

dengan perkara-perkara dalam bidang zakat, infak dan bidang Ekonomi Syariah. 

Di samping adanya penambahan bidang kewenangan seperti diuraikan 

diatas,  paling tidak ada tiga hal penting yang merupakan terobosan baru berkaitan 

dengan ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama itu sendiri.  Tiga 

hal dimaksud adalah:  

a. Dihapusnya pilihan hukum (hak opsi) dalam sengketa kewarisan 

b. Dibolehkannya lingkungan Peradilan Agama memutus sengketa hak milik. 

                                                           
13 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama dan 

Mahkamah Syariah, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 89. 
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c. Diberlakukannya asas penundukan diri terhadap hukum Islam sebagai salah 

satu dasar kewenangan lingkungan Peradilan Agama.14 

Hasbi Hasan, Dalam Bukunya Kompetensi Peradilan Agama : Dalam 

Penyelesaian  Perkara Ekonomi Syariah mengatakan bahwa secara historis proses 

awal lahirnya UU No.3 tahun 2006 berangkat dari keinginan lembaga Peradilan 

Agama untuk diintegrasikan ke Mahkamah Agung. Untuk mengarah kepada 

tujuan integrasi tersebut diperlukan perubahan terhadap perundang-undangan 

yang mengatur tentang Peradilan Agama. Setelah berjalan selama lebih dari satu 

dasawarsa (1989-2006), undang-undang tentang  Peradilan Agama dirasakan 

mulai ketinggalan zaman dan harus sesuai dengan perkembangan hukum dan 

lembaga Peradilan mutakhir. 

Setelah melalui proses, akhirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang 

mengatur kompetensi Peradilan Agama dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006. 

Meskipun perubahan tersebut yang baru disetujui oleh DPR pada tanggal 21 

Februari 2006 sangat terlambat bila dibandingkan dengan perubahan undang-

undang di lingkungan Peradilan Umum dan Undang-Undang dilingkungan Tata 

Usaha Negara. 

Lahirnya UU No. 3 tahun 2006 ini telah membawa perubahan besar bagi 

kompetensi Peradilan Agama.  Dalam UU No.3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi 

Peradilan Agama di perluas dengan memasukkan antara lain Eonomi Syariah 

sebagai salah satu kompetensinya.  Artinya, UU No.3 tahun 2006 ini menegaskan 

secara eksplisit bahwa masalah Ekonomi Syariah telah menjadi kompetensi 

absolut Peradilan Agama. Dalam skala yang lebih luas, perluasan kompentesi 

                                                           
14 Ibid., hlm. 90. 
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Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terebut merupakan 

respon terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, 

khususnya masyarakat Muslim. 15   

Ahmad Mujahidin, menulis dalam bukunya yang berjudul prosedur 

penyelesaian sengketa ekonomi syari>’ah, Kewenangan Pengadilan Agama dan 

Mahkamah Syariah sebagai berikut: 

a. Kewenangan umum 

1) Secara umum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 UU No. 

3 Tahun 2006 yang isi dan Pasalnya tidak diubah dalam menyelesaikan 

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan 

ekonomi syariah. 

2) Secara umum kewenangan Mahkamah Syari>’ah adalah sebagaimana 

kewenangan Peradilan Agama, ditambah degngan: 

a) Perkata hukum keluarga yang meliputi perkawinan, waris dan wasiat 

(penjelasan Pasal 49 huruf (a) Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang 

Peradilan Syari’at Islam). 

b) Perkara muamalah (hukum perdata) yang meliputi hukum kebendaan dan 

perikatan meliputi jual beli, sewa-menyewa, utang piutang,  perburuhan, 

harta rampasan, hibah, zakat, infak, sedekah, dan hadiah (penjelasan 

Pasal 49 huruf (b) Qanun nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan 

Syariat Islam). 

 

                                                           
15 Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama: Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi 

Syariah (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 67. 
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b. Kewenangan khusus 

Secara khusus, lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia 

pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama 

berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ikhwal 

ekonomi dan keuangan.  Lebih dari itu, kehadiran sistem  Perbankan Syariah 

Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan undang-undang dalam 

bidang perbankan saja, tapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-

undangan yang mengatur institusi lain, misalnya Lembaga Peradilan. 

Mengingat transaksi (akad) perbankan yang dilakukan adalah berlandaskan 

pada syari’at Islam, sehingga sudah pada tempatnya apabila terjadi 

persengketaan, maka lembaga Peradilan Agama sudah pada tempatnya 

diberikan  kepercayaan berupa kewenangan absolut (mutlak) untuk 

menyelesaikan bagi sengketa Bank Syari>’ah yang dilakukan oleh orang-orang 

yang beragama Islam dan/atau meraka dan/atau pihak-pihak yang secara 

sukarela menundukkan diri dengan Hukum Islam. Maka tepatlah DPR RI dan 

presiden mengamandemen UU No. 7 Tahun 1989 denan UU No. 3 Tahun 2006 

dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan memberikan 

kewenangan mutlak (absolut) kepada lembaga Peradilan Agama untuk 

menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa Bank 

Syariah. 

Khusus mengenai sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan 

absolut Pengadilan Agama adalah meliputi: 

1) Sengketa dibidang ekonomi syariah antara Lembaga Keuangan dan 

Lembaga Pembiayaan Syariah dengan nasabahnya. 
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2) Sengketa dibidang ekonomi syariah antara sesama Lembaga Keuangan dan 

Lembaga Pembiayaan Syariah. 

3) Sengketa dibidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama 

Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa 

kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

4) Landasan filosofis kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa 

ekonomi syariah. 

Kewenangan absolute perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan 

Agama, dengan alasan sebagai berikut: 

1) Pengadilan Agama memiliki sumber daya manusia yang sudah memahami 

permasalahan syariat Islam, sedangkan para aparat hukum Pengadila Umum 

belum tentu menguasai permasalahan syariat Islam, disamping memang 

belum ada hukum materiil yang yang khusus mengatur mengenai bisnis 

dengan prinsip syariat Islam. 

2) Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu muslim yang saat 

ini sedang bersemangat tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang 

mereka anut. 

3) Sejarah pasang dan surut lembaga Peradilan Agama di Indonesia tidak hanya 

menangani perkara hukum keluarga saja, dengan adanya sistem ekonomi 

syariah di Indonesia yang merabah kemana-mana, maka ini merupakan 

momentum yang sangat tepat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya untuk mengembangkan keberadaannya ditengah-tengah 

masyarakat.16 

                                                           
16 Ahmad Mujahidin, Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi  

Syariah Di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 20. 
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Mengacu pada isi Pasal 49 UUNo. 3 Tahun 2006 diatas, menurut Nur. A 

Fadlil Lubis, sangat luas peluang yang diberikan kepada lingkungan Peradilan 

Agama. Sekaligus dari sisi lain, ini merupakan tanggung jawab penting dan 

tantangan besar yang harus dipikul oleh lembaga ini (Peradilan Agama). Namun 

demikian, ketentuan ini bukan tidak menyisakan banyak pertanyaan. Salah satu 

pertanyaannya adalah adanya ketentuan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 

1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang selama ini 

dipahami bahwa Pengadilan yang menangani perkara ekonomi syariah adalah 

Pengadilan di lingkungan Pengadilan Umum, termasuk yang menerima lembar 

asli putusan arbitrase dan eksekusinya jika diminta para pihak, barangkali ini bisa 

dijawab dengan menerapkan kaidah nasikh-mansukh bahwa ketentuan 

perundangan yang terbarulah yang dijalankan, yakni bahwa terhadap seluruh 

perkara ekonomi syariah, kini harus berpedoman pada UU No. 3 Tahun 2006 

tantang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan, tidak lagi 

mengacu pada ketentuan UU No. 30 Tahun 1999. 

3. Maqa>s}id Syari>’ah 

Konsep maqa>s}id syari>’ah menduduki posisi yang sangat penting dalam 

merumuskan Hukum Islam. Maqa>s}id syari >’ah sangat diperlukan untuk 

merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal, publik 

finance). Secara etimologi, maqa>s}id syari>’ah terdiri dari dua kata, yakni maqa>s}id 

dan syari>’ah. Maqa>s}id adalah bentuk jama’ dari maqa>s}id yang berarti jalan 

menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah 

sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan syariah (maqa>s}id syari>’ah) adalah untuk 
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kemaslahatan manusia. As-Syatibi menjelaskan bahwa sesungguhnya syariah itu 

bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.17 

Secara bahasa, maqa>s}id syari>’ah terdiri dari dua kata, yaitu maqa>s}id dan 

syar’i. Maqa>s}id syari>’ah berarti tujuan dari disyariatkan hukum dalam Islam.18 

Dari beberapa pendapat pakar mengenai maqa>s}id syari>’ah, sebagaimana penelitian 

sebelumnya oleh Omar dan Dzuljastri maka, peneliti menilai bahwa pandangan 

Ibnu Asyur mengenai tujuan syariah yaitu menciptakan kesejahteraan dan 

menghindarkan keburukan identik dengan pendapat Abu Zahrah 

mengelompokkan tujuan-tujuan syari>’ah yang meliputi: 1) Tahdhibal-fard 

(mendidik individu), 2) iqamah al-Adl (menciptakan keadilan), 3) jalb al-

Mas}lah}ah (mencapai kesejahteraan). 

Konsep maqa>s}id syari>’ah sebenarnya telah dimulai dari masa al-Juwaini 

yang terkenal dengan imam Harmain dan imam al-Ghazali kemudian disusun 

secara sistematis oleh seorang ahli us}u>l fiqih bermazhab Maliki dari Granada 

(Spanyol), yaitu imam al-Syatibi. Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, 

al-muwaffaqa >t fi > us }u>l al-ahkam, khususnya pada juz II, yang beliau namakan 

kitab al-maqashid. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariah ditetapkan untuk 

mewujudkan kemaslahatan hamba (mas}a >lih al-‘ibad) baik di dunia maupun di 

akhirat. Kemaslahatan inilah dalam pandangan menjadi maqa>s}id al-syari>’ah. 

Dengan kata lain, penetapan syariah, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun 

secara rinci (tafs}ilan), didasarkan pada suatu ‘ilat (motif penetapan jukum), yaitu 

mewujudkan kemaslahatan hamba. 

                                                           
17 Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Ushul Fiqih, (ttp: Amzah, 2005), hlm. 196. 
18 Aam Rusydiana, “Maqas}id Syariah Index sebagai ukuran kinerja perbankan”, Jurnal 

Ekonomi Islam, Vol. 3:1 (2013), hlm. 5. 



19 
 

 
 

 

F. Metode penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library reseach) 

penelitian yang bersumber dari dokumen-dokumen tertentu yaitu putusan atas 

kasus sengketa ekonomi syariah dari Pengadilan Tinggi Agama yang didukung 

oleh buku-buku yang berkenaan dengan Ekonomi Syariah. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat perspektif  yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk masalah  

obyek penelitian tertentu, yaitu kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 

Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2011-2014 pada  putusan Pengadilan Tinggi 

Agama Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk  (mud{a>rabah mut}laqah), 

40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (mud{a>rabah muqayyadah) 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk (akad 

mud{a>rabah)” dan diadakan suatu analisa hukum tentang keabsahan akad dan 

menyimpulkan. 

3. Pendekatan masalah 

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan 

normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang 

berlaku di masyarakat serta norma-norma hukum Islam. 

4. Pengumpulan data 

Data penelitian di peroleh dari : 

a. Observasi/pengamatan, dengan mengamati langsung kasus sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2011-2014 



20 
 

 
 

(Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk  

(mud{a>rabah mut}laqah), 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (mud{a>rabah muqayyadah) 

05/Pdt.G/2013/PTA.Yk (akad mud{a>rabah)”. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan observasi non partisipasi, yakni peneliti hanya mengamati 

putusan dari Pengadilan Tinggi Agama, tidak terlibat langsung dalam proses 

persidangan. Untuk mempermudah langkah pengamatan, peneliti 

mengfokuskan pada akad/kontrak bisnis yang dilakukan oleh para pihak 

yang bersengketa, yang mengakibatkan perselisihan atau sengketa dan 

pertimbangan hukum oleh majelis hakim tinggi. 

b. Dokumentasi: metode pengumpulan data dari dokumen yang berkaitan 

dengan sengketa ekonomi syariah pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama 

Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk (mud{a>rabah mut}laqah), 

40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (mud{a>rabah muqayyadah) dan 

05/Pdt.G/2013/PTA.Yk (akad mud{a>rabah). 

5. Analisa data 

Pada tahapan akhir, dilakukan analisa data yang sekaligus dilakukan 

penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode: 

a. Deduktif: menganalisa data-data yang bersifat umum dengan cara 

membuktikan kebenarannya berdasarkan fakta untuk mencapai 

kemungkinan kompromi. 

b. Induktif: digunakan untuk menganalisa data-data yang bersifat khusus yang 

mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian digeneralisasikan menjadi 

kesimpulan. 
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G. Sistematika pembahasan 

Dalam kerangka laporan penelitian ini, setidaknya terdapat pokok bahasan 

penting dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II  :  Gambaran Umum Pembahasan. Pada bab ini akan menguraikan 

tentang Teori Akad, Teori Tentang Maqa>s}id syari>’ah dan Toeri tentang Sengketa 

Ekonomi Syariah. 

Bab III  : Laporan Hasil Penelitian. Dalam BAB ini, akan menguraikan 

tentang sejarah berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Struktur 

Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan mekanisme penyelesaian 

sengketa Ekonomi syariah yang di tangani oleh Pengadilan Tinggi Agama 

Yogyakarta. 

Bab IV  : Analisis. Bab ini berisi hasil penelitian yang kemudian dibahas 

untuk menemukan jawaban-jawaban atau masalah-masalah dalam penelitian. 

Bab V : Penutup. Bab ini berisikan pernyataan-pernyataan singkat yang 

merupakan jawaban atas masalah-masalah dalam penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai jawaban atas rumusan masalah yang penulis susun di atas, 

berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Tentang keabsahan akad yang digunakan oleh para pihak pada tiga kasus di 

atas ditinjau dari maqa>s}id syari’ah adalah sebagai berikut: 

a) Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk 

Berdasarkan uraian pada BAB IV di atas, keabsahan akad dalam perkara ini 

sudah sesuai dengan maqa>s}id syari’ah, hal itu dapat dilihat karena sudah 

terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad secara umum, dimana pihak 

yang berakad sudah terpenuhi, obyek akad dalam perkara ini sudah 

terpenuhi, tujuan pokok akad sudah terpenuhi, kesepakatan dalam perkara 

ini sudah terpenuhi dan Syarat-syarat akadnya yang meliputi muwafaqah, 

majelis akad, ahliyah, ma’qud ‘alaihi dan consideration/prestasi juga sudah 

terpenuhi. 

Selanjutnya, untuk tinjauan dari maqa>s}id syari’ah, yang meliputi Mas}lah}ah 

d}aru>riyya>t (pokok), mas}lah}ah h}a>jiyya>t (Sekunder) dan mas}lah}ah tahsi>niyya>t 

(Tersier) juga sudah terpenuhi. 

b) Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk 

Berdasarkan uraian pada BAB IV di atas, keabsahan akad dalam perkara ini 

sudah sesuai dengan maqa>s}id syari’ah, hal itu dapat dilihat karena sudah  
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terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad secara umum, dimana pihak 

yang berakad sudah terpenuhi, obyek akad dalam perkara ini sudah 

terpenuhi, tujuan pokok akad sudah terpenuhi, kesepakatan dalam perkara 

ini sudah terpenuhi dan Syarat-syarat akadnya yang meliputi muwafaqah, 

majelis akad, ahliyah, ma’qud ‘alaihi dan consideration/prestasi juga sudah 

terpenuhi. 

Selanjutnya, untuk tinjauan dari maqa>s}id syari’ah, yang meliputi Mas}lah}ah 

d}aru>riyya>t (pokok), mas}lah}ah h}a>jiyya>t (Sekunder) dan mas}lah}ah tahsi>niyya>t 

(Tersier) juga sudah terpenuhi.. 

c) Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk 

Berdasarkan uraian pada BAB IV di atas, keabsahan akad dalam perkara ini 

sudah sesuai dengan maqa>s}id syari’ah, hal itu dapat dilihat karena sudah 

terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad secara umum, dimana pihak 

yang berakad sudah terpenuhi, obyek akad dalam perkara ini sudah 

terpenuhi, tujuan pokok akad sudah terpenuhi, kesepakatan dalam perkara 

ini sudah terpenuhi dan Syarat-syarat akadnya yang meliputi muwafaqah, 

majelis akad, ahliyah, ma’qud ‘alaihi dan consideration/prestasi juga sudah 

terpenuhi. 

Selanjutnya, untuk tinjauan dari maqa>s}id syari’ah, yang meliputi Mas}lah}ah 

d}aru>riyya>t (pokok), mas}lah}ah h}a>jiyya>t (Sekunder) dan mas}lah}ah tahsi>niyya>t 

(Tersier) juga sudah terpenuhi.. Meskipun ada penambahan akad susulan 

setelah perjanjian berlangsung, akan tetapi hal tersebut tidak melanggar 

aspek-aspek dalam Maqa>s}id Syari’ah. 
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2. Tentang dampak terhadap akad yang digunakan para pihak pada kasus di atas 

ditinjau dari maqa>s}id syari’ah adalah sebagai berikut: 

Sesuai pada kesimpulan angka satu di atas, dalam ketiga perkara ini akad 

sudah sesuai dengan maqa>s}id syari’ah, sehingga maksud akad pasti, jelas, 

terukur dan tidak beralih makna karena perbedaan waktu ataupun tempat, 

sehingga tidak ada masalah yang timbul dari akad tersebut. Adapun terjadi 

Sengketa Ekonomi Syariah, dikarenakan salah satu pihak melakukan 

wanprestasi, bukan karena cacat, rusak atau tidak sah-nya akad yang digunakan 

oleh para pihak yang bersengketa. 

B. Saran 

Saran dari penulis untuk semua pihak yang akan mengikatkan dirinya untuk 

suatu perjanjian, agar dipertimbangkan dahulu secara matang dampak baik dan 

buruknya, aspek hukumnya dan dampak di kemudian harinya. Jangan asal tanda 

tangan tanpa membaca isi perjanjian. Dari kasus ini juga, penulis ingin berpesan 

agar para pihak jangan terburu-buru untuk menyetujui jika ada akad-akad 

tambahan setelah perjanjian berlangsung atau waktu perjanjian sudah berjalan. 
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Lampiran 1. Halaman Terjemahan 

TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADITS 

Hal. Nomor 

Footnote 

Ayat al-

Quran dan 

Hadits 

Terjemahan Ayat 

32 41 QS. Al-

Maidah [5] : 

1 

hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-

akad/perjanjian itu 

33 43 QS. An-

nisa>’ [4] : 58 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanah kepada yang berhak 

menerimanya. 

43 63 QS. Al-

Baqarah [2] 

: 168 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah 

musuh yang nyata bagimu 

43 65 QS. Al-Isra’ 

[17] : 32 

Dan janganlah kamu mendekati zina; 

sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 

yang keji. Dan suatu jalan yang buruk 

58 88 QS. Al-

Baqarah [2] 

: 283 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah 

tidak secara tunai) sedang kamu tidak 

memperoleh seorang penulis, meka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang oleh 

(yang berpiutag). Akan tetapi jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaknya dia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan 



 
 

 
 

persaksian. Dan barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia 

adalah orang-orang yang berdosa hatinya; dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan 

59 90 QS. al-Anfal 

[8]: 27 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) 

dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat 

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui 

61 94 QS. Al-

Baqarah [2] 

: 188 

Dan janganlah sebagian dari kamu memakan 

harta sebagian yang lain di antara kamu dengan 

jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 

supaya kamu dapat memakan sebagian dari 

harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 

dosa, padahal kamu mengetahui 

66 101 QS. Al-Fat }ir 

[35] : 42 

dan mereka bersumpah atas nama Allah dengan 

sukuat-kuat, sesungguhnya jika datang kepada 

mereka seseorang pemberi peringatan, niscaya 

mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah 

satu umat-umat yang lain. Tatkala datang 

kepada mereka pemberi peringatan, maka 

kedatangannya itu tidak menambah kepada 

mereka, kecuali jauhnya mereka dari kebenaran 

67 102 QS. Al-

Baqarah [2] 

: 282 

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 

orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua 

orang lelaki, maka (boleh) seseorang lelaki dan 

dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka 



 
 

 
 

seseorang lainnya mengingatkannya. Janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil 

67 103 QS. Al-

Baqarah [2] 

: 282 

dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa 

yang menyembunyikannya maka sesungguhnya 

ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan 

67 104 S}a>hih 

Muslim, Bab 

Bayan 

Khairi Al 

Syuhu>d, 

Hadits No. 

1719 

maukah kalian aku tunjukkan kebaikan-

kebaikan saksi? Dialah seseorang yang memberi 

kesaksian sebelum ditanya terangnya 

67 106 QS. Al-

Baqarah [2] 

: 282 

dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 

baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil 

disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian 

dan lebih dekat kepada tidak (menimbukan) 

keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), 

kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai 

yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak 

ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak  

menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual-beli dan janganlah penulis dan saksi 

saling sulit-menulitkan 
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